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BUPATI ASAHAN

Memmbang

hahwa dengan telab duetaphannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 lentang Pajk
Dacrah dan retnbust Dacrah | Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame perlu disesuaikan.

b bahwa dengan dilindanghannya Undang-Undang Nomaor 22 ‘Tahun 1999 {entang Pemerintahan
Pacrah dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknmik
Penvusunan  Peraturan  Perundang-Undangan dan  Bentuk Rancangan Undang-Undang |
Rancangan Peraturan Pemenntah dan Rencangan Keputusan Presiden | dipandang perlu
mclakukan perubalian dan penvelesman Perda Kabupalen Asahan

¢. bahwa untuk mclaksanakan penvesuaian schagaimana dimaksud hurul "b" dipandang perlu
ditetapkan dalam Peratumn Dacrah

Mengingal

1 Undang-Undang Nomor 7 Dt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonoin Kabupaten-
Kabupaten dalam Lingkungan Dacrah Proping: Swmnatera tara ( Lembaran Negara Tahun 1956
Nomor 58 ) '

2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 (entang sadan Penyelesman Sengketa Pajak
Lembaran Negara Tahun 1997 Nomeor 40, Tambahan Lembaran Negara nomor 3684 ),

3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daorah (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomar 41, Tambahan Lembaran Negara Momor 36¥5).

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 temang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa  (

l.embaran Negara Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686 )



5 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintaban Dacrah  ( 1.embaran Negara
Tahun 1999 Nomor 61 )

6. Peraturan Pemeringhan Dacrah Nomor 19 Tabun 1997 tentang Pajak Dacrab { Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan [embaran Negara Nomor 3691 ).

7. Keputusan Presiden Repubhik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan
Pemerinlah dan Rancangan Keputusan Presiden.

8 Keputusan Menternt Dalam Negen Nomor 84 Tahun 1993 1entang Bentuk Peraturan [Dan
Peraturan Dacrah Perabaluin

9. Keputusan Menterr Dalam Negen: Nomor 1700 Tahun 1997 fentang Pedoman ‘Tata Caran
Pemungutan Pajak 1acrah,

10 Keputusan Mentenn Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan
Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1. Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria wajib Pajak yang
wayity menyelenggarakan Pembukuan dan Tato Cara Pembukuan

12 Keputusan Menteni Dalam Negen Nameor 173 Tahun 1997 wntang Tata Cara Pemeriksaan
dibidang Pajak Dacraly
13, Peraturan [Daerah Kabupaten Dacrah Tingkat 11 Asahan Nomor 7 Tahun 1988 (entang Ketentuan

Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Dacrah [ Lembaran Dacrah Tahun 1988 Nomor &
Ser"D"),

Dengan Persctujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN.
NOMOR 9/ SK/DPRD 10 MEI 2000
MEMUTUSKAN
Menelapkan

PERATURAN  DALERAIL KABUPATEN  ASAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 1999 TENTANG PAJAK REKLAMI
DIKABUPATEN DAERAI TINGKAT Il ASAHAN

BAL |
KRETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah 1m vang dimaksud dengan

a. Daerah adalah Kabupaten Asahan,

[



Pemerintah Daergh adalah Pemenntah Kabupaten Asahan,

Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupat,

Drinas Pendapatan swlalah TDimas Pendapatan Kabupaten Asaban

Pajak Reklame yang selamutnya disebut Pajak adalah Pajak atas penvelenggaraan Reklame

Rekiame adalah benda alal | perbuatan atau media yang menurut dan corak ragammya urttuk
tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan , menganjurkan atau memujikan suatu
barang, jasa atau orapg , ataupun unluk menarik perhatian umum kepada suatu barang |, Jasa
atau orang yang ditempatkan atau vang dilihat | dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh
umurn |, kecuali yang dilakukan olch Pemerintah.

Penyelenggaraan Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelnggarakan Usaha
Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain .

Mila1 strategis lokasi reklame adalah nilai yang ditetapkan pada ntik lokasi pemasangan
Reklame berdasarkan kriteria sudut pandang dan kepadatan pemanfaatan Tata Ruang berbagai
aspek kegiatan dibidang Usaha

Surat Pemberitabuan Obyek Pajak Reklame yung sclamjutnya disingkat  SPOPR adalah Surat
yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan [Jata obyek pajak sebagai dasar perhitungan
dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan
Dacrah.

Surat Ketetapan Pajak Dacrah vang sclanjutnys disingkat SKPD adalah Keputusan menentukan
besarnya jumlah Pajak vang terutang |

Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar Tambahan dan selanjulnya  disingkat SKPDKBT
adalah Keputusan yang menentukan tambahan atas jumiah pajak yang ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak [Jacrah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkal SKPDLB adalah
Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit pajak
lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang,

Surat ‘Tagihan Pajak Daerah vang sclanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan
tagihan Pajak dan atau sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda.

Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan
Commandetair , Perscroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Dagrah dengan Nama dan
Dalam Bentwk apapun. Persckutuan |, Perkumpulan | Firma, Kongs: . Koperasi | Yayasan atau
Organisasi yang sejents , Lembaga dan Pensiun , bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha
lainnya

Putusan Banding adalah Puiusan Badan Penyclesaian Sengketa Pajak atas Banding terhadap
Surat Keputusan keberatan vang diajukan oleh wajib Pajak.

Keputusan Keberatan adalah Keputusan Keberatan terhadap Ketetapan Pajak Daerah |
Ketetapan Pajak Kurang Bayar , Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan , Ketctapan
Pajak Daerah lebih Bayar ., Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terdapat pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak .

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan , dan mengolah data
dan atau keterangan lainrva dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.



r. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah adalah scrangkaian lindakan yang
dilakukan olch Penyidik Pepawai Nepen Sipil, yang selanjutnya disebui Penyidik, untuk
mencari serta mengumpulkan bukti ity membuat terang ‘I'indak Pidana dibidang Perpajakan
Daerah yang terjadi serta menemukan lersangkanva .

BAB 1
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2
{1) Dengan nama Pajak Reklame dipungul pajak atas setiap Penyelenggaraan Reklame .
(2) Obyek Pajak adalah semua Penyelengpgaran Reklame
{3} Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

Reklame Papan / [3illboard / Mengatron |

Reklame Kain |

Reklame Melekal (Stiker)

Reklame Selebaran |

Reklame Berjalan, termasuk pada kenderaan |

Reklame Udara .

Reklame Suara .

Reklame Film / Shde

Reklame Peragaan .

Papam merek perusahaan komuditer maupun merek usaha perorangan.

- Tmoean FR

Pasal 3
Dikecualikan dari Obyek Paiok adalah

a Penyelenggaraan Reklame melalui Televisi, Radio, Warta hanian, Warta mingguan, Warta
bulanan dan sejemsnva

b, Penyelenggaraan Reklume olch Pemenntah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pasal 4

(1)  Subvek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan atau pemesan
reklame '

(2)  Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyclenggarakan rcklame .

BAB [
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 5

{1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame .



(23 Milar Sewn Reklame  sebagaimoan dimaksod  pada ayvat (1) dibitung  berdasarkan  biuya
pemasangan reklame, pemebbaraan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis lokas
dan jenis reklame

(3) Dalam hal reklame diselenggarakan olch orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan reklame
untuk kepentingan sendin, maka dimlai scwa reklame untuk dihitung berdasarkan biava
pemasangan reklame, milar stralegs lokasi dan jems reklame

(4) Dalam hal rcklame disclenggarakan oleh pihak keuga maka mila sewa reklame ditentukan oleh
phak maka mlai scwa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa
pajak atau masa penvelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan reklame
pemeliharaan reklame, lama pemasangan, nilai sirategis lokasi dan jenis reklame

{5) Hasil perhitungan niln sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dinyatakan
dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

Pasal 6

Tanl Pajak ditetapkan sebwesar 10% { Sepulub Persen )

Pasal 7

Besarnva Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan lant pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan Pajak scbagauwnana dimaksud dalam Pasal 5

BAal IV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal ¥

Pagak vang terutang dipungut ¢ wilayah Dacrah tempat reklame diselenggarakan

BAR W
MASA PATAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG
PPasal @

Masa pajak adalah jangha waktu vang lamanva sama dengan jangka waktu penyclenggaraan
Reklame

Pasal 10

Saat pajak terutang adalah pada saat penvelenggaraan reklame atau terbitnya SKPD



BAR VI
SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK
Pasal 11
(1) Setiap wajib pajak wanb mengisi SPOPR.

(2) SPOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta
ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya,

{3) Bentuk, 151 serla tata cara pengisian dan penyampaian SPOPR ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAIR VI
PENETAPAN PAJAK
asal 12

(1} Berdasarkan SPOPR schagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Kepala Daerah
menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan KPD |

{2) Bentuk, 151 dan cara menerbitkan SKPID scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditctapkan oleh
Kepala Dacrah

Pasal 13

(1) Dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dacrah dapat
mencriitkan SKPDKBT apabila ditemukan data, baru dan alau data yang semula belum
terungkap vang menvebabkan penambahan jumlah pajak termang

{2} Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam  SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat
{11 dikenakan sanksi Administrasi berupa kanaikan sebesar 100 % ( Seratus Persen ) dari jumiah
kekurangan Pajak tersebuat

(3) Kenaikan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak
melaporkan sendin sebelum dilakukan tindakan pemenksaan .

Pasal 14

(1} Kepala Daerab dapat menerbitkan SPOPR apabila |
a. Pajak dalam tahun beralan tidak atau kurang bayar .
b. Wapnb Pajak dikenakan sanks) Admimstrasi berupa bunga dan atau denda

(23 Jumnlah kekurangan Pajak vang terutang dalam SPOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf "a" ditambah dengan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan,
untuk paling lama 15 (lima belas0 bulan scjak saal tcrutangnya pajak .

{3) Pajak yang terutang menurut SKPR dan SKPDKBT yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh

tempo pembayaran dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga scbesar 2% (dua persen)
sebulan | ditagih melalui SPOPR.

]



(4) Bentuk , isi serta tata cara pengisian penyampaian SPOPR ditctapkan oleh Kepala Dacrah

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15
(1) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan di Kas Dacrah atau tempat lain vang ditunjuk oleh
f{:sa:;; [I)}acrnh sesuan dengan jangka waktu vang telah ditentukan dalam SKPD, SKPDKBT

(2) Pembayaran pajak yany schagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan
SPD .

(3) Benok, jems st ukuran SSPD dan tata cara pembayaran serta tanggal jatuh tempo pembayaran

pajak terutang ditetapkan Ollch Kepala Dacrah
Pasal 16

(1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas

(2) Pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya | (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPD |
SKPDKBT , STPD, Keputusan Pembetulan | Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding vang
menyebabkan jumlah Pajak vang harus dibayar bertambah.

(3) Kepala Dacrah atas permohoan wajtb pajak telah memenuhi persvaratan yang ditentuakan dapat
memeberikan persetuyjuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pecmbayaran

pajak dengan dikenakan bunga schesar 2% ( dua persen ) sebulan

(4) Tala cara pembayaran , penyetoran, tempat pembayaran , angsuran, dan penundaan pembayaran
pajak diatur dengan Keputusan Kepala Daerah

BANR X
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 17
(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD , SKPDKBT ., STPD, Keputusan Pembetulan,
Keputusan Keberatan dan Putusan banding vang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak
pada wakiunya , dapat difagih dengan Sural Paksa

(2) Penagiban pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan dengan Perundang-Undangan
vang herlaku



BAB X
KEBERATAN IDAN BANIHNG
Pasal 18

(1) Wapib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Dacrah atau Pejabat vang
ditunjuk atas suatu

a. SKPD
b SKPDKBT
¢. SKPDLB

(2) Keberataan diyjukan sceara tertuhis dalam bahasa Indonesia dengan alasan-alasan yang jelas |

{3) Dalam hal wajb pajak menpgajukan keberatan atas ketepatan pajak secara Jabatan |, wajib pajak
harus dapat membuktikan ketidak benaran ketepatan pajak tersebut,

{4) Keberatan harus diajukan dalam jangka wakiu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat |
tanggal permohonan atau langgal pemungutan sebagaimana dimaksud pada avat (1) kecuali
wajib pajak dapar menunjukkan bahwa jangka waktu itu Odak dapat dipenubi karena keadaan
diluar kekuasaannya

{5) Keberatan vang ndak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tudak
dianggap sebagai Surat Keberman |, sehingga tdak dipentimbangkan,

{6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan
pajak sesuai ketentuan vang berlaku
Pasal 149

{1} Kepala Dacrah Kabupaten dalam jangka wakiu paling lama 12 (dua belas ) bulan sejak tanggal
Surat Keberatan diterima harus memberi kepulusan atas Keberatan yang diajukan |

{2) Keputusan Kepala Dacrah Kabupaten atas keberatan dapat berupa mencrima seluruhnya atau
sebagian . menelak | atau menambal besarnya pajak yang terutang,

(3) Apabila jangka wakiu schagammana dimaksud pada ayat (1) telah lewal dan Kepala Dacrah ndak
memberi suatu Keputusan . Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan,

Pasal 20

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
Kabupaien.

{2) Permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sccara tertulis dalam bahasa
Indonesia , dengan alasan vang jclas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Keputusan
diterima . dilampiri salinan dari Surat Keputusan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan Banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan
penagihan pajak



(n

(2}

(3)

(h

(3)

(4)

(5)

Pasal 21

Apabila pengajuan keberatan atau Banding dikabulkan sebagian atau s¢luruhnya |, kelebihan
pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga scbesar 2% (dua persen )
sebulan untuk paling lama 24 ( dua pulub empat } bulan.

BAB Xl

PEMBETULAN, PEMBATALAN. PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAUPENGURANGAN SANKSI ADMINISTRAS]

Pasal 22

Kepala Dacrah karena Jabatan alau atas permohonan wapib pajak dapat membetulkan SKPI |
SKPDKBT , atau STPD vang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis | kesalahan hitung
dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Dacrah.

Kepala Daerah Kabupaten dapu -

a  Mengurangkan alan menghapuskan sanksi Administrasi berupa bunga . denda dan kenaikan
pajak vang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan perpajakan Daerah , dalam hal
sanksi lersebut dikenakan karena kehilapan wajib pajak atau bukan karena kesalahan nya,

b. Mengurangkan atau membatalkan Ketetapan pajak yang lidak benar .

Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi Administrasi dan pengurangan atau pembatalan
Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada avat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Daerah

RAR Xl
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 23

Atas kelebihan pembavaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengambilan
kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Dacrah .

Kepala Daerah dalam wakiu paling lama 12 ( dua belas ) bulan sejak diterimanya permohonan
pengambilan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memberikan keputusan

Apabial jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Kepala Daerah tidak
memberikan kcputusan , permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak dianggap
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan adalam waktu paling fama | (satu) bulan

Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya. pada ayat (2} langsung diperhitungkan
untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud

Pengembalian kelchiban pembayaran pajak dilakukan setelah lewat wakiu 2 (dua) bulan sejk
diterbitkan SKPDLI .



(6) Apabila pengambilan kelebihan pembayaran pajak dilakukan lewat waktu 2 (dua) bulan sejak
diterbitkan SKPDLB, Kepala Dacrah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 %
{dua persen) schulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak |

Pasal 24

(1) Permohonan pengambilan kelebihan pembavaran pajak diajukan tertulis kepada Kepala Daerah
dengan menvebutkan

a. Masa pajak.
b. Besamva kelebihan pembayaran pajak.
c. Alasan vang jelas.

(2) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung atau
melalui pos tercatal

(3) Bukti penerimaan oleh 1’cjabat Dacrah atau bukti pengiriman pos tercalal merupakan bukti saat
permohonan diterima vleh Kepala Daerah |
Pasal 25

(1) Pengambilan kelebihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Periniah Membayar
Kelebihan Pajak .

{2) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 ayat {(4) pecmbayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan
bukti pemindah buktian juga berlaku sebagai bukti pembayaran .

BAR XIII
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 26
(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima)
tahun terhitung sejak saal terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan Tindak
Pidana dibidang perpajakan Dacrah |
(2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau

b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung .

1



BAB XIV
PEMERIKSAAN

PPasal 27

{1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-lindangan
Perpajakan Daerah

(2y Wajib Pajak yang diperiksa wajib

a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya
dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang |

b. Memberikan kesempatan untuk memesuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan
memberikan baniuan guna kelancaran pemeriksaan

¢. Memberikan keterangan yang diperlukan |

(3) Tata cara pemeriksaan pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada
Keputusan Menteri [Dalam Negeri |

BAR XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 28

(1) Wajib Pajak yang tidak menvampaikan SPOPR atau mengisi dengan tidak benar atau tidak
lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah
dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak
Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar
sehungga merugikan keuangan Daerah dapat di pidana dengan pidana paling larfle 6 (enam)
bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) .

Pasal 29

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 tidak dituntut seteleh melampaui jangka
waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak .

BAR XVI
PENYIDIKAN
Pasal 30

(1) Pejabat Pegawai Negen Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah diberikan wewenang
khusus sebagai penvidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan



Dacrah scbagiamana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana .

(2) Wewenang Penyidik schagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan
Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah agar kcterangan atau laporan tersebut menjadi
lebih lengkap dan jelas

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan kelcrangan mengenai orang pribadi atau Badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Perpajakan
Daerah tersebul

¢, Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan
Tindak Pidana dibidang Perpajakan .

. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumcen -dokumen lain berkenaan dengan
Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah .

¢ Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan , pencatatan dan
dokumen-dokumen lain sena melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut .

I Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana
dibidang Perpajakan Dagrah

¢ Menyuruh berhenti, melarang sescorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identites orang dan atau dokumen yang
dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf"e"

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah .

i Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

1. Menghentikan penyidikan

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang
Perpajukan Dacrah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .

(3) Penyidikan sebagaimuna dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan

menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Lindang Nomor & Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Dacrah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 04
Tahun 1998 tentang Pajak Reklame di Kabupaten Daerah Tingkat |l Asahan dinyatakan dicabut
dan tidak berlaku lay;



Yusal 32
Hal-hal yang behum diatur dalim Peratuan Dacrah ini sepanjang menpenai pelaksanaannya akan
diatur lebib lanjul oleh Kepala Daeiah,
Paspl 873
Peraturan Dactah ind mukin betlabu pada tanggal diUindangkan .
Agar setiap orang dapal mengetahioi, memerintahkan Pengundangan Peraturan Dacrah ini dengan
pencmpatannya dalam Lembaan Daceah Kabupaten Asaban
Disahkan i Kisaran
Pada tanggal 10 Mei 2000
BUPATE ASATIAN

Cap/din
RISUDDIN

Diundangkan Ji Kisaran

ada tan i 111 Mei 2000
P Ay
SK *T/alw BRAIKABUPATEN ASATIAN

LEMBARAN DAL RAT KABUPATEN ASATTAN TATIUN 2000 NOMOR 28



